
SALINAN 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR IO1 TAHUN 2'8 

TENTANG 

POLA HUBUNGAN KERJA WALIKOTA/BUPATI, CAMAT DAN LURA 
DENOAN UNIT KERJA PERANOKAT DAERAH DI WILAYAH KOTA 

ADMINISTRASI/ KABUPATEN ADMINISTRAI, 
KECAMATAN DAN KELURAHAN 

DENGAN RA!HMAT TUHAN YANG MAHA EBA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

Menimbang: s. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tun 20L4 
telah ditetapkan Pola Hubungan Kerj Kota Administrasi/ 
Kabupaten Administrasi Dengan Suku Dinas, Kantor, Satuar 
Polis»i Pamang Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrsi, 
Sekretariat Dewan Pengurus KORPI Kota Administrasl 
Kabupaten Administrasi, Kecnmatan dan Kelurahan; 

b. bahwa untuk menyesuakan dengan perkembangan peraturan 
perundang-undangan, ma.ka Peraturan Gubernur sebagairman 
dimaksud ddamn huruf a, perlu discmpurnakan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairan dimakesud dala 

huruf a dan huruf b, perl menetapkan Peraruran Gubermur 
tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/ Bupati, Camat dan Lurah 
dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota 
Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan 

Mengingat • Undang-Undar.g Noror 29 Tahu 2007 tentang Pererintahan 
Provinsi Daera Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia 

2. Undang-Undar.g Nomor 12 Than 2DAI tentang Pembetukan 
Peraturan Perundang-undangn; 

3. Undang-Undar.g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Dacrah sebagamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undar.g Nomor 9 Tahun 2015 



4 Peraturan Pererintah Norr 18 T a n  20I8 tent Peru.rglat 
Daernh 

5. Peraturan Monter Dalam Neperi Noror g7 Tahun 2016 tentag 
Peragkat Daerah Provinsi Dae-rah husus Ibukota Jakarta, 

6, Peraturan Daerah Nomor S Taehun 2201% tentang Pembentuka 
dan Susunan perangkat Daerah Poinsi Dacrah Khu8Ls 
[bukota Jakarta; 

, peraturan Gubermu Noor 286 Tahun 2616 tentacn 
Organises «dan Tata Kerja Kota Administrast; 

8. Persturan uhere Noor 287 Tau 2016 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kabpaten Administrasi; 

ME.MUTUSKAN 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUUNGAN KER.JA 
WALAKOTA/UPATI, CAMAT DAN LURAH DENGAN UNIT KER.JA 
PEANGKAT DAERAH DI WILAYAH KO'TA ADMINISTRASI 
KABHUPATEN ADMINISTRASI, KECAMATAN DAN KELURAMAN, 

HAI 

KETENT'UAN UIMUJM 

Pad ! 

Dular Peraturan Gubermur ii yang dirusdssud dengan 

, Daerah aladah Provinsi Daera.h Khu#us fbukota Jakarta 

2 Pererintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah 
cbegad usur pcnyelenggos emerintahan Daerah 

3. Gubernur adulah Kepala Daerah Provins Daerah Khu 
lbukota alearts 

4 ekretaria Daerah adadah Sekretariat Dara.h Provinsi Daerah 

Khuu Loukota Jakarta 

s. Sekretaris aerah adad.ah Sekreturis Dacrah Provinsi Daer ah 

Khusus Loukota Jakarta 

6. Asisten emeritahn Sekretaris Daerah adalah 
Pererintahon Sekretaris Daeruh rovinsi Daerah 
bukota Jakarta 

As1ten 
Khusus 

• Kola Administrosi adala.h Kota Administrasi Proinsi Daerah 
Khusus bukota Jakarta 

8, kKabupaten Administrai adalah Kabupaten Administrai 

Kepulauan Serib Provinsi Daerah Khuu Ibukota Jakarta 



Kecamatan adalah Kecaratan hi Provinsi Dae.rah Khu9us 
lbukota dakartn 

10, eluraha adala.h Kelurahan di Provinsi Daerah Kus1 

lbukota Jakarta 

I I .  Wahikota daah Waikot Kotas Ahrimistrosi 

1 Hupatl adalah Hupati Kabupaten Administrasi. 

13. Camat adala.h Kepala Kecamatan di Provinsi Dacrah Khu 
lbukota Jakarta 

I4. Lurah addah Kepala Kelurahan di Provinsi Daerah Khu 
bukota Jakarta 

t5. Suku Dins adulah Suku Dins pada Kota Administrasd/ 
Kabupaten Administrtsi. 

16, Suku Durdan atalah Sukut Badaon pada ota Adeinistrad/ 
Kabupaten Administrasi. 

7 saran Pois Prong Prue Kuta Administrusi/Kabu paten 
Administrswsl yang elaniutnya dis but Satpo! pp Kt/ 

Kubupaten adadah Satuan Polis; Prong Prja pala Kotas 
Administrasi/Kubu paten Administrasi. 

18. Unit Pelakesna Peta yan Terpadu Satu Pintu Kota/Ka bu paten 
Administrasi 9ion slanjutnyn disingkat Up PT9P Kot/ 
Kabupaten adalah Lit Pelks Pelayunan Terpa Stu 
Pint Kota/ Kabupten 

19. Perangkat Daerah adalah Peragka Daerah Provinsi Daer 
Khuss I o t a  Jakartet 

20, Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Perangkat 
Daerah atau Subordinat Perle Daerah 

2l. Unit Kerja Perangkat Daerah i Wiayah Kota Administrasi/ 
Kabupaten Administrasl terir tai Suku Dinas, Suku Haas, 
atpol PP Kota/Kabupaten dan UP PTS Kot Kabupaten 

2. Lit Kerju Perngkat Daeruh di Wilayah Kecamatan terdiri dari 
ektor Din.as, Sat po] pp kecamatan, Up pTSp Kecaratan, 
UIPRD Kecaratan, Puskesmas Kecasatan dan Satan 
Pelaksana Dnas 

23. Unit kerja Peranglat Daerah di Wilava.h Kcluraha terdirt dari 
LIP PSP kKelurahan, Satpol pp Kelurahan, Puskesmas 
Kelurahan dan Saran Pelak.sauna Dinas 

21. Kecamatan adadah Kccamatan di ota Administrosi'Kabupaten 
Adroinistai 

2. Aelurahan aelalah 

Administrasi 
Keluaan di Kota Administrasi/Kabupaten 



26, Koordinasi alalah pelaksanan tugas da/at.au kcgatan yang 
dilakuloan scoara efisien dan efektif untuk non peroleh hasil 
yang lebih aadk, dilaksnakaon guo mencopa keselarsun, 
kesergsia dan keter pualuau pereneanaan, pelakes.ata.aon, ltgas 
daan pelaporan dari penvelenggaraan emeritahn Ducrah agar 
tercapai has.il guna dan day guna yang lebih efcktif 

27 pemantauan adalah kegiatan pengupulan informas yang 
dilakukan secara terus mnenerus mulai dari pereneaaa, 
pelaksatan ampai dengan pelaporan ntuk mrperbuiki 
kualitas pelaksaraan dan penyesaian terhalap perencanaan. 

28. Euui death uatu uaha untuk mengtkur dan memberikan 
ilad secara objeetif atas pencapaian hesil pelaksaaan tugs 
penyelerggars peterintah daera.h, kegiatan yang telah 
direneana.kun sebelumnya dengan tujuan untuak mengeta hi 
dengan past apakah pencapudan hasil, kemajuan dan endala 
yang dijurpad dalam pelaksanan fugas penyelenaracacn 
Pemerintah Dacrah dapat finiad daon dipclajari untuke 
perbaikan pelaksan@an di ts yattg aka datan 

HA II 

MAKUD DAN TU.JUAN 

asal 

eratursn (bermur ini diraksudkan scbngai pedoma 
pelaksaran h Dungan kerja atare Waikeota/ pati, Carat dun 

aura.h dengan nit Kerj Perangkat Daerah di Wilavah ota 
Administrai/Kab paten Administrasi Keeamatan daen elurahan 

Psal 3 

Peraturan Gubermur ii berrujuan untuk 

a. mewujudkar kejclasan hubungan kerja atara Watikotaf 
upati, Carat dan Lara.h dengan Unit Kerja Peragkat Daera.h 
di Wilavath Kota Administrasi/Kab»paten Aministrasi, 
eeuratan can Kelurahan, da 

b mewujdk.at efektivits, efisien dan optimahisas pelaksaaa 
tugas pemer.ntuhan di wilayah Kota/ Kabupaten 

BA II 

RUANO LINGKUP 

Ruang lingup pla tubungan kerju meliputi 

• pongoordinasa pela.ksauna.an tugas dan fungsi L/nit Kerja 
Peraugk.at Daera.h di Wilavah Kota Administrasi/Kabu paten 
Administrasi Kecattan dan Kehuraha oleh WalikotaBupati, 
Cam.at dan Lura.h, 



5 

b. pemantaan elakesanaan tu8a» daan fungsi u/nit erja Perang.at 
Dacrah «di Wilavah Kota Administrssi/Kabupaen Administrae; 
Kecamatan dan Kcluraha oleh WaikotaBupati Carat dan 
Lurah; la 

c. evaluasi pelaksanaan tugas dan fungi Unit Kerju etagit 
Daerah tdi Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Adritistr si 
Kecsoatan las Kelurahen oleh Walikota / Bupati, Catt luau 
Lurah 

AR IV 

KOORDINA.SI 

Pase 5 

(I Unit Kerja Perugkut Dacrah di wilaynh Kate Administrtsi/ 
Kabu paten Administrasi, Kecamatan dan Keturahan ala 
pelaksanan tugas dan tungsinya berkoordinasi dengon 
Walikota' Bupati, Camat dan Lurah 

(2) Walkota/upati, camat dan Lura.h mendukung Unit Krys 
Peranstkat Laerah di Wilayah Sota Administrasi/ Kabupaten 
Administrsi, Kecaratan dan Keturah dad pelaksanaan 
tugas dar fungir.ya sesud dengan kewenangunny 

lasal 6» 

(l) Koordinasi pelaksanan fugas dan fungi L/it Ketja Peragkt 
Daerah ti Wileyuh Kota Administrasi/ Kubu paten Administrsi, 
Keenmuta daan Keturah.an oleh Waikota/ upati, C a t  den 
Lurah melipti 

g. koordinai penyuunun reneana kerja daan ggran; 

b. oordimasi pelake saran tugas dean fungsi, 

c. oordinasi pembahasan, penetapat, pelaksanaan an 

evalas ebijakn oerosional di wilayah Kora/Kab pate 
Adrninit ast, Accamatan dan Kera.hat, 

d koordirast dedan rang.a menindaklasjti arahan pimpina 

an hasil rapat pimpiran di tilat Provins don 

e. koordinasi dalamn raglat menindaklanut pengaaduau 
mesarakat 

2) Koordinacsi sebagaiman.a dimakscud pada aya (I dilaksank.an 
secara regular ate sewaktu-waktu sesuai kebutha 

(3 Reneana kerja daen anggaran Unit Kera Perugkat Daerah di 
Wilayah Kot Administrasi/abupaten Administrasi, Kecamatan 
da.n Kelurahan sebagadman.a diaksud pads ayet [I huruf a, 
mer dapat rtkoendasi terrutis lari Walikota/upati, Carat 
dan Lurah 



sa7 

Koordinassi pclasanaan tug.as dan [ugsi Unit Kerja Petang.at 
Daerah % wile-yah Kota Administrasi'Kubu paten Administrasi, 
Ketaratan dan Keluraan oteh Walikota ' Bupati, Carat daan Lurah 
dilakeukan dadaat. bentuk 

a rapat, 

b. permintaan laporan/data/dan/atau infortnesi 
c. penyampaian data daa/atau informnasdi, 

d. komunikasi langsng/tidak lung»ung; 

e. kunungan laporgan; dan 

f. pelayvaan konsultasi 

Pusal 8 

Tidak lanjut hasil koordinasi dan dukungan scbagaimae 
dimakswud dadam Pas S dipergunakan swbag 

Dahan penyeledan permasalahan, 
b. Behan lporan, 

e. Bohan evalusosi terhadap pelaksanaan fugas dan fungi; 
d. Apresiasi tert lap pelakanaan tugas dn fungi; 
e. Harmonisasi, sinkronisasi dan inerts pelakanaan fga (dau 

fungsi; dan 
f, Perberion roomendai 

( 

DAB V 

PEMANTAUAN 

Pasaw 

Walikota' Bu puti, Carat dan Lrah melaksank.an pemantaua 
pelaksanaan tugas dan fungsi U/nit Kerja Perangkat Daerah di 
Wilayah Kta Administrasi /Kabupaten Aministrasi, Keamatan 
dan Kelau ah.an 

Walikota' upai Carat dan lurah daham relawn.a.k.an 
pemacntan pelaksanaan fugas dan fungi Unit Kerj 
Perangkat Daeran di wilayah Kata Administrai/Kab paten 
Aministrsi, Kearattan dan Kclurahan, melibatkan Unit Kera 
Perangkat Daerah di Wilayah Kota Adm:istrust/Kabu paten 
Administsi, Keeaunatan dan Keluraha. 

asad 10 

emantaan pla.k.satnaan tgas da fungsi Unit Kerja Peragkat 
Daera.h ti wile.yah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, 
Kecarat.aen daan kKelurah.au ole Waikota'BHupati Carat dan Lu 
dilaksanakar daam bentuk 

e. pengamatan argung di lapanga 
b. srvei, dan 

c. telahaan at.as lopoaon 



asa 1 l  

Tiudak lanjut hasil pemantauan dipergurak.an sebag 

a, Baha Lapora.n; 
b. ahan koordinasi pelaksanaan tgas daon fungi 

c. aha evaluasi peaksaaan tags tan fungi; dan 

d. Saran dun mnasukan terhala.p pclaksanaan tgas dan fungsi 

BAB VI 

VALUASI 

Puad L 

alikota/ Bupati, Cura. dan Lurah melaksanaka evaluasi operasioad 
peak.sanaan tugs d.an fungi Lit Kerj Pe rgkat Dacrah di 
Witayah Kuta Administrasi/Kabupaten Administrsi, Kecatan da 

Keluruhan 

Paused 13 

(I) Evahasi operssionad pelaksanan tugas dan fungsi tit Kerj 
Perangkat Darrah di Wilayah ota Administrasi/ Kabupaten 
Administrsi, Kecanataen dan Kelurahan oteh Watikota/ Bupti, 
Carat dun Lura.h dilaksanadan dalm bentuk 

a verifikaesi penilaian linerja rpala Unit Kera Perangknt 
Daerh Ai Wiayuh Kta Administra /Kah patent Administrasi 
Keeaat@en den Keluraha.n dalam sister Tujangau Kinerja 
Daerah, 

b rekomendasi penilaian saran kinerja pegawai Kepala Unit 
Kerin Perangka Daerah di Wilayah Kot Actinistrasi 
Kab paten Admisstrsi, Keetan (da Klurahan, dan 

c. rekorendas pegangkatan dacn/atau pemberhentiaon Kepal 
Unit Ker[a Persgkeat Daerah ti Wilayah Kota Aministrasi/ 
Kabupaten Administrasi, Kecmatan daan Kelurahan e p d  
Kepala Perangka Daerah 

(2 valuasi pelaksacne.an tugus dan fungsi Unit Keriu Perang}cat 
Duwerah i Wilavah Kota Administrasi / Kabupaten Aministrasit 
Keeeuratan den Kelurahau oleh Walikota' Bupati, Carat da 
Lrah dilaksaaan secara; 

a korprehensif, 

b objektif; 

c ail; dan 

d transpara 



Kepala Unit Ker]a Peragkaut Daera.h di Wilayah Kota 
Administrasi/Kabpaten Administrasi coat&an dan clurahan 
dapat mengarulan leberata ataus has.il evaluasi denga 
didukung bukt.-bukti dan dokumen terkeuit 

Keberatan yang diajukan oleh Kepala Unit Kerja eragkt 
Durrah di wiayah Kota Administrasi aupaten Administrasi, 
Kecaatan daa Kclurahan ditindaktajuti oleh Waikota/ Bu pati, 
Camat dan Lurah dengan mnusyawarah hingga meneapad mufakat 

lasil evahasi dipergunakan sebagai bahan 

a. koordinas 

b. lapora; dan 

c. optimalisas pelaksanaan kebijakan operosional yang swudah ada 

BAB VII 

(l] Waikotu /iupati menyampaikan laporan hail koordinasi, 
pematcan den evadasi kepado Oubermr dengatn teabusun 
epala Peragat Daerah terkait 

[2) Carat menyampaikan lapor hosil koordinasi, pemanta 
dan evaluasi kepada WaAikeota upati dengan tembusan Ke pal 
erangleat Dae-rah fer kit 

Lura.h menyarpaikn lap0ran 
dan evla1 kepad Camat 
erangkeat Daerah terksit 

hasil koordinasi peon tan 
dengaen tembusan Kepal 

asal 16 

(I] Unit Kerja Peranglat Daerah el ilayah Kota Administrasi/ 
Kabupaten Administrwst nnyapatkoan laporan pela ksanatn 

gas dac fugsi kepada Kepaa Perangkat Daerah terkat 
dengan t e m a n  Wilota/ Bupal 

(2) Unit Kerja Persngkat Daerah i Wilayah Kecamatan 
menyampaikean laporan pela.ksauna.au ragas daan fungi kepad.a 
Kepala Unit Kerja Perng.hat Dacrah di Wilayah Kota 

Administrasi//Kabupaten Adrinisraws tcrkait dengan ternbusan 
C'anal 

(3) Unit Krja Peragkat Daerah di Wilayah Keluraha 
menyampaukaco laporan pelaksaaan tugas dan fungsi kepada 
Kepala Unit lerja Peranglat Daerah di Wilayah Kecamatac 
terkait dengan tembnsa Lura.h 



• 

KETENTUAN PENUTUp 

Pase IT 

Pada saat peraruran Gubermur ini ulai berlaku, eraturan 
Gubermur Nomor 30 Tahu 2014 tentang Pola Hubungan Kerja 
Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi Dengan Suku Dina.s, 
Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten 
Administrasi, Sckrctariat Dcwan Pengurus KORPI Kota 

Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan da Kelurahan, 
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 

Pasl 18 

Peraturan Gubernur iri mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar ctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangen 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatanaya dalam Berita 
Daerah Poinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 

Diteapkan di Jakarta 
pada tagged 2 Oktober 2018 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

ttd 

Diundangkan di Jakarta 
pada tangged 8 Oktober 2018 

EKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

SAEFULLAH 

BERITA DAERAH PROVINS DAERAH KHUBUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2DI8 NOMOR 6204 

Salinan scsuai dengan aslinya 
KEPALA BI 'O HUK! KIETARLAT DAERAH 

PROVINSI RAH KHI UKOTA JAKARTA, 

' 

IHANAH 
8241994032003 


